
VISI Kabupaten Buleleng :

MISI KE-3 Kabupaten Buleleng : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG PRODUKTIF, INOVATIF, DAN INKLUSIF. MISI KE-8 : MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN

Tujuan RPJMD 2025-2029 : Terwujudnya transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan : Terwujudnya ketahan sosial budaya yang berkelanjutan

Indikator RPJMD 2025-2029 : Tingkat kemiskinan Indikator : Persentase pelestarian budaya

Sasaran : Meningkatnya produktivitas ekonomi Sasaran : Meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

Indikator : Indeks kesejahteraan sosial Indikator : 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

3. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Politik

4. Nilai Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng : Meningkatnya produktivitas ekonomi dan Meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

Indikator Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng : 1. Indeks kesejahteraan sosial

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

4. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Politik

5, Nilai Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)

Indeks kesejahteraan sosial 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

3. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Politik

RPJMD 

2025-

2029

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG.

IKU/PK 

Sasaran Sasaran

Meningkatnya produktivitas ekonomi Meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

Indikator Indikator

4. Nilai Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)

Tujuan 

Dinas

CROSS CUTTING TAHUN 2026 PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG (RPJMD TAHUN 2025-2029)

PK

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator

Sasaran Sasaran

1.	Meningkatnya kelangsungan hidup, keberfungsian sosial dan 

kemandirian pmks

2.	Meningkatnya peran 

aktif psks dalam 

penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial

3.	Terwujudnya 

perlindungan terhadap nilai 

kepahlawanan

4.	Tercapainya kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan 

perangkat daerah

5. Meningkatnya 

Kualitas Keluarga 

dalam Mewujudkan 

Kesetaraan Gender 

(KG)

6. Menurunnya Angka 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan

7. Meningkatnya 

Kualitas dan Efesiensi 

Penyelenggaraan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG)

8. Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Perempuan

9. Meningkatnya Kapasitas Lembaga 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Indikator Indikator Indikator

1.	Persentase pmks tertangani
2.	Persentase psks 

yang aktif

3.	Cakupan perlindungan 

terhadap nilai kepahlawanan 

yang ditindaklanjuti

4.	Tingkat capaian kinerja perangkat 

daerah

5. Persentase 

Layanan Pusat 

Pembelajaran 

Keluarga (PUSPAGA)

6. Persentase Korban 

Kekerasan 

Perempuan yang 

Terlayani

7. Persentase 

Program/Kegiatan 

PUG pada Perangkat 

Daerah yang Sudah 

Dievaluasi Melalui 

Analisis Gender di 

Tingkat 

Kabupaten/Kota

8. Persentase 

Lembaga Pemerintah 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Telah Dilatih PUG

9. Persentase Korban 

Kekerasan Anak yang 

Tertangani

10. Indeks 

Perlindungan Anak

P

R

O

G

R

A

M

Program Rehabilitasi 

Sosial

Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial

Program Penanganan 

Bencana

Program 

Pemberdayaan Sosial

Program Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan

Program Pemenuhan 

Hak Anak (PHA)

B

I

D

A

N

G

Bidang Pelayanan Dan 

Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan 

Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan 

Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan 

Sosial Dan 

Penanganan Fakir 

Miskin

Bidang 

Pemberdayaan 

Sosial Dan 

Penanganan 

Fakir Miskin

UPTD Sekretaris

 Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Program Perlindungan 

Perempuan

Program 

Pengarusutamaan 

Gender Dan 

Pemberdayaan 

Perempuan

Program Pengelolaan 

Sistem Data Gender 

Dan Anak

Program Perlindungan 

Khusus Anak

 Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

 Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

K

E

G

I

A

T

A

N

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial 

Kabupaten/Kota

Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam Mewujudkan 

KG dan Hak Anak 

yang Wilayah 

Kerjanya dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pencegahan 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan Lingkup 

Daerah 

Kabupaten/KotaAdministrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 

Memerlukan 

Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti 

Sosial

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

UPTD

 Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

 Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

 Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

UPTD

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis 

dan Penyajian Data 

Gender dan Anak 

Dalam Kelembagaan 

Data di Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pencegahan 

Kekerasan Terhadap 

Anak yang Melibatkan 

para Pihak Lingkup 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi pada 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan 

bagi Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

yang Memerlukan 

Koordinasi Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

S

U

B

K

E

G

I

A

T

A

N

Penyediaan 

Permakanan

Pendataan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Penanganan Khusus 

Bagi Kelompok Rentan

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Taman Makam 

Pahlawan

Nasional Kabupaten/Kota

Penguatan kerjasama 

antar lembaga 

penyedia layanan 

Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Alat Bantu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pemeliharaan Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Pemberian Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga

Fasilitasi Bantuan 

Sosial Kesejahteraan 

Keluarga

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sosialisasi 

Peningkatan 

Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan 

Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Layanan Pengaduan 

atau Penjangkauan 

bagi Anak Korban 

Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Pendampingan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Advokasi dan 

sosialisasi 

pencegahan KtP dan 

TPPO kepada 

pengambil kebijakan 

dan pemangku 

kepentingan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pelaksanaan PUG 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan, 

Penyajian, dan 

Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

anak kewenangan 

kabupaten/kota

Penyediaan 

Permakanan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual, 

dan Sosial

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Peningkatan 

Kapasitas

Lembaga penyedia 

layanan bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Pemberian Bimbingan 

Sosial kepada Keluarga 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Pemberian Layanan 

Kedaruratan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Peningkatan 

Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial

Kelembagaan 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Administrasi pelaksanaan 

Tugas ASN Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual, 

dan Sosial

Pengamanan Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Layanan Pengaduan 

atau Penjangkauan 

bagi Perempuan 

Korban Kekerasan 

Tingkat 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



BAPPEDA CAPIL BPBD CAPIL TNI POLRI

INSPEKTORAT BPJS KECAMATAN BPJS OPD TERKAIT

POLRES DINKES DESA/ KELURAHAN DINKES MASYARAKAT

DINKES KECAMATAN TAGANA KECAMATAN P2M

DISDIKPORA DESA/KELURAHAN PMI DESA/KELURAHAN LVRI/PIVERI

BKPSDM CSR CSR CSR PRAMUKA

BPKPD LEMBAGA/LKS LEMBAGA/LKS CSR

DPRD

BPS

KESBANGPOL

BAGIAN ORGANISASI

Catatan:

Singaraja, 27 Februari 2026

Semua bidang saling berhubungan dan membutuhkan (terjadi Cross Cutting ke semua bidang) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053
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Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual, 

dan Sosial

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa pelayanan umum 

Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

CROSS 

CUTTING

PENGADILAN AGAMA POLRI (UNIT PPA) DHARMA WANITA PERSATUAN SELURUH SKPD

GENRE BULELENG PENGADILAN FORUM PUSPA DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KECAMATAN SEKOLAH

LEMBAGA LAYANAN PSIKOLOGI DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

POLRI (UNIT PPA) FORUM ANAK DAERAH

FORUM ANAK DAERAH RSUD BULELENG GABUNGAN ORGANISASI WANITA KECAMATAN RSUD BULELENG FORUM ANAK KECAMATAN

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

PENGADILAN SELURUH SKPD

KECAMATAN KEJAKSAAN SELURUH SKPD PUSKESMAS KEJAKSAAN KECAMATAN

LEMBAGA LAYANAN PSIKOLOGI PENGADILAN

LKS LKSA LKSA

LSM SEKOLAH TERKAIT LKSA

LSM LKSA

RELAWAN SAPA LKSA

DESA/KELURAHAN KECAMATAN LKSA

RELAWAN SAPA DESA/KELURAHAN LKSA


